BAB 2
KERANGKA TEORI DAN METODE PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Daam penditian sebelumnya mengenai audit kepabeanan seperti daam
skripsi yang berjudul “ Audit kepabeanan dalam rangka pengawasan penerimaan
negara pada Direktorat Jenderal Bea Cuka” yang disusun oleh Aulia Tresty
tahun 2004 FISIP Ul, mengemukakan masalah penerimaan negara yang berasa
dari bea masuk harus perlu sddu diawasi. Ha tersebut berhubungan dengan
penerimaan negara. Bea masuk penyumbang penerimaan pgak yang cukup
signifikan terhadap penerimaan negara

Oleh sebab itu agar penerimaan negara tidak berkurang dari sektor bea
masuk ini maka perlu adanya suatu pengawasan kepabeanan. Pengawasan
kepabeanan tersebut depa berupa diantaranya audit kepabeanan. Sstem sdf
assessment ditergpkan dalam kepabeanan Indonesia yatu pengguna jasa mengsi
dan memberitahukan impor pada formulir Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
untuk diserahkan kepada K antor Pelay anan Bea dan Cuka tempat terjadi kegatan
impornya. Pelaksanaan self assessment ini bertujuan untuk mempermudah
importir dadam mengurus barang barangnya, menyederhanakan prosedur
pendlitian administrasi dan kelancaran arus barang. Audit Kepabeanan dil akukan
dadam rangka pengawasan sebagai akibat ditergpkanny a system self assessment.

Hasil penditian tersebut bahwa tingkat kepatuhan waib paak masih
rendah, namun demikian audit kepabeanan sudah berjalan ef ektif, sehingga audit
telah berhasil mendeteksi tingkat kepatuhan wgib pgak ddam mengkuti
prosedur dan peraturan perundang-undangan kepabeanan. Perbedaanny a
dengan skripsi ini addah audit kepabeanan yaitu audit khusus dilakukan bukan
ddam rangka pengawasan penerimaan negara tetgpi karena adanya perbedaan
nila pabean yang disengketakan antara wgib pgak dengan petugas pabean, yang
dituangkan dd am bentuk suatu keputusanyaitu Surat pemberitahuan Kekurangan
Pembayaran Bea Masuk (SPKPBM). Hasil audit khusus tersebut harus dgoat
memberikan kepastian hukum terhadap keberatan yang digukan olehimportir.
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2.2. Konstrukd Model Teoritis
2.2.1 Konsep Pemahaman Kepastian Hukum
1. ADMINISTRASI KEPABEANAN

SHah satu agpek yang penting ddam pemungutan pgak adanya rasa
kenyamanan yang dirasakan Yyang oleh wgib pgak sehingga menimbulkan
kepastian hukum dalam pelaksanaanny a

Menurut Nurmantu daam buku Dasar-Dasar Perpgakan, kepastian hukum
adalah kondisi dimana tidak terdapat keragu-raguan ddam memenuhi kewg iban
pepgakan dan menjalankan hak perpgakan bak bagi wgib pgak maupun
fiskus.*

Kepagian hukum daam perpgekan terdapat ddam undang-undang
pepagakan sebaga rujukan utama dan peraturan pelaksanaannya sebag rujukan
berikutnya Kepastian hukum akan tercapa apabila kata dan kaimat didadam
Undang-Undang maupun peraturan tersusun jelas sehingga tidak menimbulkan
penafsiran berbeda Jadi Kepastian hukum tersebut berhubungan dengan
peraturan, dimana peraturan tersebut dibuat dan dilaksanakan tidak terlepas dari
administrasi.

M enurut Atmosudirjo :

Ilmu Administrasi adaah cabangdisiplin ilmu sosial, yang memuat sedikitnya
10 (sepuluh) aspek diantaranyayaitu administrasi merupakan suatu sy sem yang
tertentu, yang memerlukan input, trangoortasi, pengolahan dan output yang
tertentu.”

Menurut Surie administrasi biasanya dibahas sebaga seni  untuk
member eskan urusan-urusan, tekanan dil etakkan pada prosesproses dan metode-
metode guna menjamin tindakan yang efektif. Proses-proses administrasi adalah
proses —proses keputusan yaitu memisahkan unsur-unsur tertentu dalam
keputusan-keputusan para anggota organisasi itu dan menetgpkan prosedur-

prosedur organisasi yang teratur.’

4 S4fri Nurmantu, Op.Cit ha. 107

° Prgudi Atmosudrjo, Dasar-Dasar Ilmu Administrasi, Jakarta, Ghdia Indonesia, 1986,
ha.100-101

® H.G Surie, Ilmu Adminigrasi Negara, Jakata PT Gramedia, 1987, diterjemahkan oleh
Sameko, hd.61
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Berdasarkan bebergpa pengertian administrasi diatas, terdapat unsur yang
utama yatu diddam peaksanaan suatu organisasi harus ada aturan-aturan yang
jelas, system pelaksanaan yang jelas pula. M engacu pada sistem, menurut kamus
besar Bahasa Indonesia sistem sebagai seperangkat unsur yang secara teratur
sding berkaitan sehingga membentuk suatu totditas.

Ddam buku Administrative System M anagement,menurut Haslett,
Manajer Metode dan Prosedur Shell Company :

"system and procedures functions includes the analysis of
cor por ate poli cies,procedur es, forms and equipment in order to simplify
and standar dize office oper ation”

Dengan demikian administrasi sebagai suatu sisem addah seperangkat
unsur yang saling berkaitan yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan
dan menyedesaikan suatu tuges tertentu. Dalam kaitannya dengan administrasi
kepabeanan, seperangkat unsur tersebut adalah :

1. Undang-Undang
Peraturan
Perdatan
Petuges Pajak
Wajib Pajak
Undang-Undang dan Peraturan merupakan bagan dari produk hukum,

o > WD

ddam hd ini hukum pgak (tax laws). Hukum pajak atau hukum fiskal menurut
Brotodiharjo dirumuskan sebaga berikut :

"Kesduruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang
pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyer ahkannya
kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia
mer upakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan hukum
antara negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang
ber kewajiban membayar pajak.”®

Hukum pgak dibedakan atas hukum pgak material dan hukum pagak
formal. Hukum pgak materia mengatur mengenai subyek paak, obyek pagak,
dasar pengenaan pgak dan tarif pgak. Sedangkan hukumpgak forma mengatur

! Leroy A. Pemberton, Administrative System Management, Cdifornia W adsworth

Publishing Ca, Inc,1968
8'R. Santoso Brotodi harjo, Pengantar 1lmu hukmPajak, Bandung, PT Refika Aditama,

2003, hd.1
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bagamana meng mplementasikan hukum pgak materid, mengena pokok (tata
card) pemenuhan hak dan kewgiban perpgakan serta sanksi-sanksi bag yang
melanggar kewgiban perpgakan. Hukum pgak forma yang jelas dan teges
sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bag wajib pgak maupun
fiskus. Tanpa didukung dengan hukumpagjak forma yang jel as dan tegas, hukum
pagak materia tidak bisa dilaksanakan oleh wagib pgak dan fiskus tidak bisa
melakuk an pengawasan atas law enfor cement.

Jadi Administrasi kepabeanan merupakan unsur-unsur yang terdiri
seperangkat peraturan dan perdatan yang dibuat oleh petuges pabean, untuk
dijdankan oleh wgib pgak (pengguna jasa pabean) agar mencapa tujuan
bersama yakni bak pengguna jasa pabean maupun pabean ddam rangka

pemasukan pgak ke negara.

2. AZAS PEMUNGUT AN PAJAK : " Kepastian Hukum”

Agar pemungutan pgak tidek menimbulkan hambatan atau perlawvanan
maka dalam pemungutannya harus memperhatikan prinsip-prinsip yang jelas
sehingga pemungutan pgak dgpat tercgpa dengan bak. Menurut Adam Smith
ddam bukunya An Inquiry In To The Nature And Causes Of The Wealth Of
nations, pemungutan pgak hendakny adidasarkan atas empat azas, yaitu 2

1. Equality . Pgjak itu harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang
orang pribadi sebanding dengan kemampuanny a untuk membay ar (ability
to pay) paak tersebut, dan juga sesuai dengan y ang diteri many a.

2. Certainty . Pgak itu tidak ditentukan secara sewenang-wenang, sebaiknya
paak itu harus dari semula jelas bag semua wgib pgak dan sduruh
masy arakat: bergpa jumlah yang harus dibayar, kgpan harus dibayar dan
bagaimana cara membayarnya. Apabila tidak ada kepastian bag wajib
paak tentang kewajiban pgaknya, maka pgak yang terutang bergantung
kepada “kebijaksanaan” petugas pgak yang dapat menyadahgunakan
kekuasaanny a untuk kuntungan diriny a.

3. Convenience. Saat wgib pgak harus membayar pgak hendaknya
ditentukan pada saat y ang tidak akan meny ulitkan wajib pgak.

°R. Mansury, Pajak Penghasilan Lanjutan, Jekarta In Hill-Co 1996, hd 4-6
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4. Economy. Biaya pemungutan bag kantor pgak dan biaya memenuhi
kewgiban pgak (compliance cost) bag wajib pgak hendaknya sekecil
mungkin. Demikian pula hanya dengan beban yang dipikul oleh waijib
pgak hendaknya juga sekecil mungkin. Pgak hendaknya tidak
menghdang wagib pgak untuk terus meakukan kegatan-kegatan
ekonomisny a
Sgak pembaharuan pgak (tax reform) di Indonesia pada tahun 1983

sampa saat ini, pemerintah Indonesia sddu mengupayakan penyempurnaan
daam kebijakan perpgakan (tax policy). Penyempurnaan kebijakan perpgakan
tersebut selalu diikuti dengan perubahan-perubahan Undang-Undang Perpgakan
(tax laws) dan perbaikan dibidang Administrasi perpgakan (tax administration).
Sebab ketiganya merupakan unsur pokok yang sding berkaitan ddam suatu
sistem perpgakan.

Dadam memperbaharui suatu sistem perpgakan maka perlu ditentukan
terlebih dahulu tujuan-tujuan utama pembaharuan sistem perpgakan tersebut.
Untuk mencapa tujuan-tujuan utama tersebut, perlu juga ditentukan asas-asas
yang harus dipegang teguh ddam memilih aternatif-alternatif kebijakan yang
akan diambil berkenaan dengan tujuan pembaharuan perpgakan tersebut.™

Suatu asas bukan merupakan peraturan yang konkret berlaku,melainkan
suatu ha teoritis yang merupakan sesuatu yang melandasi, mendasari serta
mendukung suatu peraturan, balk berupa fasafah, prinsip atau dasar™ M enurut
Smith, kepastian (certainty) itu lebih penting daripada keadilan. Suatu sistem
pepaakan yang telah dirancang menganut asas keadilan, gpabila tanpa kepagian
hukum bisa ada kaanya tidak adil. Tanpa kepastian, pelaksanaanny a bisa tidak
adil atau lebih tepat tidak sdau adil. Namun menurut M ansury, pendapa Smith
tersebut kurang tepat bahwa kepadian lebih penting daripada keadilan.
Seharusny a kepastian itu mencapai tercapainy akeadilan ddam pemungutan pagak
yang diinginkan.™. Untuk lebih jelasnya, pembahasan tentang asas kepastian atau
certainty akan dibahas berikut ini.

10 R.Mansury,Pgak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000, Jekarta Ind-Hill-
Co0,1996, hd.10

1 Rochmat Soemitro, Asas-Asas Hukum Perpgj akan, Bandung, Binaci pta, 1991, hal .ix

12 R.Mansury, Pgak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000, Op.Cit, hd.12
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Asas Kepastian Hukum (Certainty)

Upaya dan kebijakan pemerintah ddam rangka menghimpun dana dari
masyarakat meldui pemungutan pgak harus senantiasa berpijek pada asas
legditas, sebaga salah satu konsep negara hukum. Asas legditas mengg arkan
bahwa setigp perbuatan harus ditempakan pada dasar menurut undang-undang.
M aksud dan tujuan penergpan asas legalitas dibidang perpgakan agar tindakan
atau perbuatan pemerintah untuk menghimpun dana dari masyarakat mealui
pemungutan pgak tidak dikategorikan sebaga perbutan melanggar hukum atau
" onrechmatige over heidsdad”. ™

Daam buku Perpgakan : Teori dan Aplikasi sebagaimana dikutip dari
Rosdiana, asas kepastian (certainty) meny atakan bahwa harus ada kepagian, bak
bagi petuges pajak maupun semuawajib pajak dan sduruh masyarakat.™

Sommerfeld menegaskan bahwa untuk meningkatkan kepastian hukum, perlu
disedigkan petunjuk pemungutan yang terperinci, advanced rulling, maupun
interprestasi hukum lainnya™ Asas kepagtian antara lain mencakup kepastian
mengenai Sigpasigpa yang harus dikenakan pgak,apa-apa sga yang dijadikan
sebaga obyek pgak, serta besarnya jumlah pgak yang harus dibayar dan
bagaimanajulah pgak terutang itu harus dibay ar.

Smith meldui teori pemungutan pagakny a menempatkan kepastian hukum
lebih daripada azas keadilan. M enurut Adam Smith kepastian hukum adalah
sebaga berikut .

” The tax which each individual is bound to pay ought to be certain
and not arbitrary. The time of payment, the manner of payment, the
guantity to be paid to the contributor, and to every other person.”

Suatu sistem yang telah dirancang menurut azas keadil an, apabil atanpakepastian
hukum adakalanya bisa dapat tidak adil. Tanpa kepastian, pelaksanaannya bisa
tidek adil atau tidak sdau adil.'® Kepastian mengandung arti bahwa pgak itu
tidak ditentukan secara sewenang-wenang, sebaliknya pgak itu harus jelas bag

13 | audin marsuni, Hukum dan Kebijakan Perpajakn di Indonesia, Yogyakarta, Ull Press,
2006, hd.8
4 Haula Rosdiana dan rasin tarigan, Perpajakan :Teori dan Aplikasi, Jakata, PTRga
Grafindo Persada, 2003, hd.25
15 Ray M.Sommerfeld,Hershe M.Anderson and Horace R.Brock, An Introduction
toTtaxation, New York, Harcout Brace Jovanovic Inc, 1983, hd.17
¥R Mansury, Pgak Penghasilan Lanjutan, Jakarta: Ind Hill-Co, 1996, ha .4.
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semua wgib pgak dan seluruh masyarakat: bergpa jumlah yang harus dibayar,
kapan harus dibay ar, dan baga mana cara membay arny a. K epastian hukum adalah
suatu kondisi dimana tidak terdapat keraguan-keraguan dadam memenuhi
kewgjiban perpgakan dan menjalankan hak-hak perpgakan yang terdapat daam
undang-undang perpgakan sebagai rujukan utama dan peraturan pelaksanaannya
sebagai rujukan berikutnya

Menurut Smith, “kepastian lebih perting daripada keadilan”. R.M ansury
mengatakan bahwa pendapat Adam Smith kurang tepa gabila dikatakan
kepastian lebih perting daripada keadilan, menurutnya bahwa “kepagian
diperlukan untuk menjamin tercapainya keadilan” karena tanpa adanya kepagian
tidek mungkin tercapa keadilan. Oleh karena itu kepagtian hukum diperlukan
untuk menjamin tercapainy a keadilan.

Kepagian yang dimaksud meny angkut 4 (empat) hal berikut ini :

. Harus padi, sigpay ang harus dikenak an pgjak;

. Harus padti, gpayang menjadi dasar dikenakannyapagak;

. Harus pasti, bergpa jumlah pgak yang harus dibayar berdasarkan ketentuan
tentangtarif pgak;

. Harus padti, berapajumlah pgak yangterutangtersebut harus dibayar.

Brotodihardjo mengemukakan pentingnya kepastian hukum meny angkut
subyek pgak, obyek pgak dan besarnya pgak serta keentuan mengena waktu
pembay arannya’’

Kepagian hukum adalah tujuan dari setigp undangundang™. Setiap
undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengkat umum harus diusahakan
agar ketentuan yang dimuat dalam undang-undang bersifat jelas, tegas dan tidak
mengandung arti ganda atau memberikan peuang untuk ditafsirkan lain .
Kepagian hukum akan tercapa gpabila kata dan kalimat undang-undang tersusun
sedemikian jeasnya sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.
Apabila kepagian hukum hendak dicapa maka baik kata maupun semangat
undang-undangtidak boleh menimbulkan penafsiran yang berbeda. Sdain itu asas
hierarki yang menyatakan bahwa peraturan peaksanaan padatingkat yang lebih

"R. Santoso Brotod hardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pgjak, Bandung: PT Eresco, 1993,
hd 27.
18Rohma Soemitro, Asas dan Dasar Perpgakan, Bandung : PT Eresco, 1990, hd 21
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rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tingg akan
mendukung tercapainy akepastian hukum.

Kepagian hukum dalam pemungutan pgak mencakup kepastian hukum
paak materia (material tax law) dan hukum pgak formal (formal tax law).
Kepagian hukum pgak material adalah suatu kepastian hukum yang meliputi :

o Kepagian suby ek pgak
o Kepagtian oby ek pgak
o Kepadian tarif paak

Kepagian hukum pgak forma mdiputi kepastian hukum daam ha
prosedur urtuk mewujudkan hukum pgak materid.

M enurut Smith, sebagamana yang dikutip oleh M ansury, yang dimaksud
dengan Certainty addah bahwa pgak itu ditentukan tidek secara sewenang
wenang, sebaliknya pgak itu harus dari semula jelas bag semua wagjib pgak dan
seluruh masy arakat, beragpa jumlah yang harus dibayar, kapan harus dibayar dan
bagaimanacaramembalyamya.19

Prinsip lain yang kurang | ebih sama addah the requirement of clarity yaitu
ketentuan pgak haruslah dapat dipahami, tidak boleh menimbulkan keragu-raguan
atas pendsiran yang berbeda, tetapi harus menimbulkan kgeasan baik untuk
waib pgak maupun fiskus sendiri. Ha ini diartikan bahwa setigp aturan
pepgakan yang ada harus mudah dipahami oleh setigp pihak yang
berkepentingan dengan perpgjakan.®

Dengan adanya requirement of clarity maka akan ada kepastian daam
sistem pepgakan. Kepastian ini penting karena daam pgak terkandung
hubungan timbal baik antara hak dan kewgiban dari mereka yang terkena pgjak
untuk membayar, serta hak mereka yang terkena pgak untuk mendapatkan
perlindungan hukum atau memperoleh keadilan dan kewajiban negara untuk
memberikan jaminan keadidan bag warga negaranya.Oleh karena itu harus ada
jaminan kepastian baik yang menyangkut kepentingan negara maupun bagi wgib
paak. Artinya kepastian bukan hanya menyangkut kepasian mengena subjek
pgak dan pengecudiannnya, dasar pengenaan pgak serta besarnya tariff pgak

19 R Mansury, Op.Cit, ha111-12
20’3, Lombantoruan, Ensikiopedi Perpajakan Indonesia, Jekarta, Erlangga 1990, hd
77-78
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tetgpi juga mengena prosedur pemenuhan kewgibannya Tanpa adany aprosedur
yang jelas, waib pgak akan sulit untuk menjaankan kewajiban serta haknya dan
bagi fiskus akan kesulitan untuk mengawasi peaksanaan kewgiban perpjakan
yang dilakuk an oleh wajib pgak, jugadal am meay ani hak-hak wajib pa]'ak.zl

Berdasarkan beberapadefinisi tersebut diatas, jel as segd a sesuatu tersebut
dilakukan harus berdasarkan undang-undang yang merupakan bagan dari prinsip
kepastian, adany a kepagian y ang berhubungan dengan hukum.

Diddam pemungutan bea masuk atas impor, apabilaterdapat sengketaatas
penetgpan nila pabean atau pemberitahuan impor barang, maka dilakukan audit
khusus atas pemberitahuan impor barang yang disengketakan tersebut. Importir
dapa mengajukan keberatan dan pihak pabean akan melakuk an pelaksanaan audit
khusus. Audit tersebut harus dapa memberikan kepastian hukum (certainty) bag
importir. Kepagian ddam hd ini adaah keberatan yang digukan importir dapat
diterima, sehingga importir merasakan kepuasan terhadgp peayanan yang
diberikan oleh pabean, dalam hd ini adalah berupa peraturan yangje as.

Jadi kepastian dgpat diciptakan medui perumusan kata-kata Undang
Undang maupun oleh materi ketentuan tersebut. Pelaksanaan audit khusus
tersebut berhubungan dengan meihat antara objek dengan peraturan undang
undang, sehingga hasi| pelaksanaan audit khusus tersebut harus dgpat memberikan
kepastian hukum bag importir.

2.2. Audit Khusus
1. Importasi Barang

Daam bisnis internasional sdau digambarkan sebagai kegatan bisnis yang
meny ebrangi batas-batas negara. Dalam bisnis internasiona yang terkait dengan
kepabeanan addah perdagangan internasional karena didaamnya terdapat
perdagangan barang-barang yang visible atau nyata dan disebut ekspor impor.
Daam penulisan skripsi ini, penulis membatasi mengena perdagangan impor.

Impor merupakan kegatan membawa barang dari luar negeri melewati

AR, Meansury, Kebijakan Fiskal, Y P4, Jakarta, 1999, hd .7
Universitas Indonesia

Analisis kepastian hukum..., Siti Hajar, FISIP Ul, 2008



17

batas-batas negara (daerah pabean). Sedangkan dalam pengertian sains, impor

merupakan %

A). Suatu Kegiatan pengriman barangyangdiproduksi di negaralan untuk dijua
di pasar ddam negeri. Hd ini berkaitan dengan arus lau lintas barang,
sehingga otoritas ada pada pabean. Impor ini berakibat adanya diran keluar
vautaasingdari da am negeri, oleh karena itu impor tersebut harus memenuhi
kewgjiban pabean seperti diatur dalam undang-undang k epabeanan;

B). Suatu jasa yang disediakan untuk suatu negara ddam daerah pabean , oleh
negara lain, (perbankan, asuransi) atau dari luar daerah pabean yang
mengakibatkan adanya diran ke luar valuta asing dari dalam daerah pabean.
Impor dalam pengertian ini, termasuk dalam bidang pagak.

C). Impor modd yang diinvestasikan da am bentuk investasi portfolio, investasi
langsung luar negeri berbentuk asset fisik dan impor modal yang termasuk
bidang pgak.

2. Nilai Pabean

Istilah nilai pabean ini diambilkan dari definisi yang berasa dari Brussels
definition of Vadue (BDV), yang mengatur bahwa nilai pabean berdasarkan har ga
norma/harga patokan yang terjadi di pasaran bebas antara penjua dan pembeli
yang sdingtidak berhubungan.

Konsep nila pabean, diperkenakan oleh organisasi kepabeanan
internasionad atau World Customs Organization. Nila pabean erat katannya
dengan nila transaksi yang menurut ketentuan pabean, merupakan harga yang
nyata Nila transaksi diartikan sebaga harga yang sebenarny a dibay ar atau yang
seharusnya dibayar oleh pembdi kepada penjud atas barang yang dijual untuk
diekspor ke daerah pabean ditambah dengan biay a-biay atertentu sepanjang biay a
biaya tersebut belum termasuk dadam harga yang sebenarnya dibayar atau
seharusnyadibayar.

Pengertian nila pabean barang impor, seerti yang disebutkan daam
perjanjian GATT, ddam pasd 1 addah harga yang sebenarnya atau seharusnya
dibayar dari barang yang dijual untuk diekspor ke negara pengimpor. Tujuan dari

pengaturan nilai pabean adalah menghindari persaingan curang, dumping.

22 Ali Purwito M, Kepabeanan- Konsep dan Aplikasi, Jekarta, Samudra Ilmu, 2006,
ha .45
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Rumus nilai pabean yang ditetgpkan oleh pemerintah adalah CIF dikaikan
dengan Rp. dimana CIF (Cost, Insurance, Freight) merupakan dasar penghitungan
bea masuk menurut perjanjian yang sudah disepakati pada sales contract. Berikut
ini Penditi akan menjabarkan mengenai definisi dari syarat penyerahan barang
CIF yangterdiri dari unsur cost, insurance and freight.

Cost Insurance Freight berarti penjud meakukan barangbarang itu
melewati pagar kapa dipelabuhan pengapdan.Penjual waib membayar semua
biayadan ongkos angkut yang perlu untuk mengakut barang-barang itu samapi ke
pelabuhan tujuan yang disebut. Syarat CIF menuntut penjua mengurus formalitas
ekspor. Syarat ini dipaka untuk angkutan laut dansungai. Jika pihak yang
bersangkutan tidak bermaksud untuk meny erahkan barang melewati pagar kapa
maka Carrier Insurance Paid to yang harus dipaka >

M enurut Lord Porter karateristik umum dari CIF adaah sebaga berikut:

The obligation imposed on a sdler under a CIF contract are a well
known, and in the ordinary case, include the tender of a bill of loading
covering goods contacted to be sold and no others, coupled with an
insurance policy in the normal form and accompanied by an invoice
with shows the price and, asin this case, usually contains a deduction
of the freight whi ch the buyer pays before at the port of discharge. **

Adapun berdasarkan tujuannya, CIF contract is not sale of the goods
themselves but a sale of the documents relating to the goods. >
Berdasarkan definisi tersebut diatas dapat disinpulkan bahwa CIF tidak
hanya kontrak atas penjualan barang tetapi juga terhadap dokumen-dokumen
pendukungnya atau yang disebut sebaga shipping documents yang terdiri dari
contract of sale, contract carriage by sea dan contract of marine insurance.
Berikut dijel askan € emen shipping documents yangterdiri dari :
. I nvoi ce
Commercid Invoice berisi deskripsi lengkap dari barang yang telah
disepakati ddam sales contract. Pengertian sales contract menurut Roselyne
Hutabarat :

% Amir Ms Sduk Beluk dan Tehnik Perdagangan Internasional, Jakarta, PPM, 2000,
hd.21
24 Clive M. Schmithoff, Schmitoff's Export Trade : TheLaw and Practice of
Internatioanal Trade, London, Steven & Sons Ltd, 1990, hd. 33
%% Ibid, hal.33
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"Sales Contract merupakan dokumen penting oleh karena berdasarkan
perjanjian inilah sading pengertian antara kedua belah pihak eksportir
dan importir dituangkan dan ditegaskan dan saat mana juga sadah
penafisran akan dihilangkan.”

Penyusunan kontrak tersebut umumnya mencakup jumlah,mutu barang,
harga, tanggal penggpdan, caracara pembayaran dan datadata lan yang
diperlukan. Daam kontrak inilah dicantumkan keterangan-keterangan yangterinci
tentang tingkat, mutu dan keterangan-keterangan lain yang tidak disebutkan daam
Letter of Credit ( L/C)

. Dokumen Transportasi

Dokumen transportasi diterbitkan sebaga bukti bahwa barang yang telah
dimuat dan diangkut tibadi tempat tujuan yang diny atakan dal am Letter of Credit
atau L/C. L/C ini merupakan salah satu cara pembay aran yang dilakukan antara
eksportir dengan importir, dimanacara ini merupakan carayang paing aman bag
eksportir untuk memperoleh hasil penjudan barangnya dari importir asakan
eksportir tersebut dapa menyerahkan dokumen-dokumen sesua dengan yang
disyaratkan ddam L/C. Jadi L/C diterbitkan oleh bank tersebut atas nama dan
untuk kepentingan importiry ang ditujukan pada eksportir.

Menurut Rosdlyne, yang dikutip dari An Introduction to International
Banking Service, L/C didefinisikan sebuah instrumen yang dikeluarkan oleh
sebuah bank atas nama salah satu nasabahny a, y ang menguasakan seseorang atau
sebuah perusahaan penerima instrument tersebut menarik wesel atas bank yang
bersangkutan atau atas sdah satu bank korespondennya bag kepentingannya,
berdasrkan  kondisi-kondisi/persyaratan-persyaratan yang tercantum daam
instrumen tersebut.

Ddam publikasi terbitan ICC dinyaakan bahwa documentary credit
adaah perjanjian tertulis dari sebuah bank (issuing bank) yang diberikan kepada
penjud (beneficiary,exporter) atas permintaannya dan sesua dengan intruksi-
intruksi dari pembeli (applicant) untuk melakukan pembayaran dengan cara

26 Rosdlyn Hutebarat, Transaksi Ekspor Impor, Jakarta, erlangga, 1989, hd.18
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membayar atau menegosiasi wesd sampa jumlah tertentu dalam jagka waktu
yang ditentukan dan atas dokumen-dokumen y ang ditetgpkan atau secara singkat

Dokumen Transportasi berkaitan langsung dengan konsep frei ght. Adapun
definisi dari freight adalah :

"Freight is therewarded payabl eto the carrier for the sale carriage
and delivery ofgoods; it is payable only on the safe carriage and
delivery; if the goods are lost on voyage, nothing is possible.*’

Berdasarkan definisi tersebut, pemilik kapa tidak berhak mengajukan
klam atas freight apabila barang yang dibavanya hilang dalam perja anan, dan
pemilik kapa tidak dapat menggukan klam atas freight gpabil a barang tersebut
belum tiba pada waktuny adi pelabuhan y ang dituju.

Ongkos angkut dihitung atas dasar berat barang, volume barangdan harga
barang M askapa pedayaran berhak menentukan salah satu dari ketiga cara
tersebut

1. Asuransi Pengangkutan
Tujuan adanya asuransi da am transaksi ekspor impor semata-mata untuk
menjaga keamanan pengriman barangbarang sdama perjdanan. Masdah
pertanggungan atau asuransi berl andaskan 3 prinsip-prinsip pokok yaitu:
e Pertanggungan itu termasuk suatu persetujuan yang dil andaskan
padaitikad bak
e Adanya kepentingen tertanggung (interest) atas barang yang
dipertanggungkan.
e Prinsip ganti rug (indemnity), semua perjanjian ertanggungan
kecuai pertanggungan jiwa (life insurance) dan asuransi kesehatan
(hedth insurance) ada ah merupakan persetujuan ganti rugi ini.?
3. BeaMasuk
1. Pengertian Bea
Berdasarkan kamus ekonomi, pengertian bea adalah pgak yangdikenakan

oleh suatu pemerintah atas barang impor dan ekspor.*

27 Clive M. Schmitoff, Op. Cit, hl. 547
28 Amir MS,Op.Cit, ha. 65
29 |bid, hdl. 77
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Berdasarkan kamus ekonomi bea berasa dari istilah uang sewa, bea, pgak
yang menurut kebiasaan dibay ar kepada bangsawan feodd, terutama bea-beayang
dibay arkan untuk privilese memindahkan barang ke suatu pasar.

Sudjatmiko berpendapat bahwa bea adalah suatu jenis pungutan yang
dikenakan terhadap barang-barang yang melintasi perbatasan daerah pabean. Bea
yang berupa bea masuk dan bea keluar dikenakan atas barang-barang yang
dikduarkan aau diekspor dan barang-barang yang dimasukkar].31Adapun ,
perundang-undangan Indonesia menyebutkan bebergpa contoh bea yatu bea

materal, BeaBal ik NamaKendaraan Bermotor (BBNKB) dan bea masuk.

2. Pengertian Bea Masuk (Tariff)

Dadam literatur asing konsep bea masuk memiliki pengertian yang sama
dengan konsep tariff, sehingga berikut ini dijabarkan beberapa konsep tariff dari
beberapalliteratur asing.

Tariff merupakan suatu kebijakan perdagangan yang pding umum.
Adapunyang dimaksud dengan tariff adaah segenis pgak yangdikenakan barang-
barangimpor. Tariff spesifik dikenakan sebaga beban tetap atas unit barang yang
diimpor. Tariff advolerem adaah pgak yang dikenakan berdasarkan presentase
tertentu dari nilai barang-barang impor. Disampingitu, maksud utama pengenaaan
tariff biasanya tak semata-mata untuk memperoleh pendapatan tetgi juga untuk
melindungi sektor-sektor tetentu didaam negeri.32

Hodgson dan Herander menyaakan daam buku [nternational
Economics Relation, meny atakan :

A tariff is a tax imposed on goods and services traded across
national borders and can be applied to either imports or exports.

Although as a matter of practice, tariffs are applied mainly to

30 Winardi, Kamus Ekonomi, Bandung, Mandar Mang emen, 1989

3 Sudjatmiko F.D.C, Pengertian Bea dan Cukai, Jekarta, Akedemi Maitim Indonesia
1978, hd 5

32 paul R krugman dan Maurice Obstfeld, Ekonomi Internasional :Teori dan Kebijakan,
Jakarta, PT Rgagrafindo Persada, 1994, ha. 223-224
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imports, many less developed countries do aply duties to a

significant number of their export product.*
Definisi tersebut dapa diartikan bahwa tariff adadah pgak yang dikenakan atas
perdagangan barang dan jasa yang melewati batas negara, dan biasanya tariff
hanya dikenakan pada impor sga Berdasarkan definisi-definisi tentang tariff
diatas, Penditi mengambil kesimpulan terdapat dua tujuan utama pengenaan
tariff. Pertama, untuk meningkatkan penerimaan negara dan kedua untuk
melindungi (proteksi) industri barang-barangtertentu didal am negeri. Berdasarkan
beberapa definisi tariff tersebut, maka bea masuk dapat dikategorikan sebagai
tariff. Hal ini mengacu pada bebergpa sifat tariff yang sesua dengan legal
character dari bea masuk, yaitu pgak atau pungutan aas barang dan jasa yang
melewati daerah pabean, khususny a atas transaksi impor.

3. Pengertian Bea Masuk

Beamasuk menurut Arbi :
“Besarnyabea ( pungutan Negara) yang terutang atas suatu import barang’ i

Menurut Hidayat : “ Bea masuk adaah pgak atau bea yang dikenakan
terhadap barang yang masuk custom area suatu negara dengan ketentuan bahwa
Negaratersebut sebagai tujuan akhir.®

Bea impor dipungut dari importir sesua dengan azas pgak yang dapat
dilimpahkan dengan proporsi yang berbeda kepada konsumen. Pengertian tersebut
serupa dengan definisi bea masuk menurut Surojo, yang menyatakan bea masuk
adalah pgak tidak langsung yang dikenakan terhadap ldu lintas barang yang
masuk dari |aur ke dalam daerah pabean Indonesia. *°

Jadi bea masuk tersebut dikenakan terhadap barang-barang yang akan
masuk kedalam suatu negara sebagai konsekuensi dari perdagangan internasiona

yatuimpor.

% Johns. Hodgson dan Mark G. Herander, International Economic Relation, New Jersey
. Prentice Hal-Internationd edition, 1983, ha. 207

34 syarif Arbi,Petunjuk Praktis Perdagagan Luar negeri,Yogyakarta FE UGM, 2000 hal

16

® Wahyu Hidayat, Pengantar Ilmu Ekonomi Internasional , Jakarta, Komunika
Utama, 1994, hd 263

3 Arief Surojo, Pajak atasLalu Lirtas Barang sebagai Bagian dari kewajiban Pabean di
Dalam Mekanisme Ekspor-Impor, Jakarta; Bda Pendidikan dan Pdatihan Keauangan, 2003
hd. 10
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Tarif Bea Masuk
Tarif impor adalah pembebanan bea masuk atau import duties. Terdapat

tiga macam tariff, yatu bea advaorem atau bea harga, bea spesifik dan bea

compound y ang perbedaanny a adalah sebagai berikut :

a)

b)

Bea advaorem addah pembebanan pungutan bea masuk yang dihitung atas
dasar presentase tettentuterhadap nilai barang impor.

Contoh :....... % x Nilai Pabean

Bea spesifik ada ah pembebanan pungutan beamasuk yang dihitung atas dasar
satuan atau ukuran fisik tertentu dari barangyangdiimpor.

Contoh: Rp.......... Jper-satuan

Bea compound atau yang disebut advaorem adalah kombinasi antara bea
masuk advalorem dan bea masuk spesifik.

Perbedaan antara bea masuk advaorem dan bea spesifik adalah bea masuk
advadorem sifatnya praoporsiona. Artinya jumlah bea masuk yang dibayar
akan meningkat secara proporsional dengan peningkatan nila barang
Sedangkan bea masuk spesifik berarti represif. Artinya jumlah bea masuk
yang dibayar relatif semakin kecil gpabilabarangyang diimpor semakin besar
jumlahnya,37 Sdanjutnya keuntungan dari masing-masing jenis tariff tersebut

dapat diurakan padatabd berikut ini :

TABEL 2.1
BEBERAPA KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN SISTEM
PENGENAAN T ARIF SPESIFIK DAN ADVALOREM*

Tarif Advalorem Keuntungan Kerugian

1.

Dapat mengkuti inflasi (fluktuasi har gg) M emerlukan sigem

penggolongan barang dengan
lebih engkap/rumit

2.

Terdapat diferensiasi produk Beban administrasi lebih

menurut kualitasnya berat karena memeriukan
sistem pendaaan harga
barangyang | ebih lengkap

37 T Uus tambunan, Perdagangan internasiona dan Neraca Pembayaran : Teori dan
Empiris, Jakarta: Pusteka LP3ES, 2001, hd.162
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Tarif Spesfik Keuntungan Kerugian

1. M udah dilaksanakan karenatidak Tidak adadiferensiasi barang
M emperharikan perbedaan kualitas barang menurut kualitasny a

2. Rdatif lebih mudah digunakan Tidak dapat mengkuti
Sebagal alat control proteksi atas indugri perkembangan tingkat harga
dalam neggeri. Sehingga fungsinya hanya

sebaga dat control proteksi
yangsifanyagatis.

*  Tulus Tambunan, Perdagangan internasional dan Neraca Pembayaran : Teori dan Emypiris,

Jakarta: Pustaka LP3ES, 2001, hd .163

4. SENGKETA KEPABEANAN

Soemitro berpendapat sengketa merupakan sesuatu yang mengganggu
masyarakat, yang menggangoqu tata tertib masyarakat, yang mengganggu
kedamaian rakyat sehingga kesei mbangan masyarakat tergoncang. >

Sedangkan menurut Vilhem Aubert, sengketa didefinisikan sebagai suatu
kondisi yang ditimbulkan dua orang atau lebih yang berati adanya pertentangan ,
daam sengketa pgak pihak-pihak yang bersengketa adalah Fiskus dengan Wajib
Pgak atau antara Wagjib Pajak dengan Wajib Pajak (selaku pihak ketiga yang
melakuk an pemotongan atau pemungutan pajek).39

Menuru Ali Purwito & Rukiagh Komariah, sengketa perpgakan addah
kgadian aau peristiva yang bersumber dari adanya perbedaan persepsi,
pemahaman, penergpan, ketentuan peraturan perundangan-undangan perpgakan
dan penghitungan paak yang terutang atau yangsebenarny a harus dibay ar antara
W4gjib Pajak dan, sebagai akibat dari hasil pemeriksaan atau keputusan tertulis
pgabat administrasi perpgakan yang diberikan wewenang dan tidak disetujui atau
ditolak oleh wajib pgak, sehingga meni mbulkan ketidakpastian.40

Menuru Pudyamoko dadam bukunya : “Pengadilan dan penyedesaan
Sengketa di Bidang Pgak” sengketa pgak sebenarnya merupakan sengketa yang

38 Rochma Soemitro, Peradilan Administras dalamHukum pajak di Indonesia,
Bandung, PT Eresco, 1991, hd. 48

39 Jama Wiwoho dan Lulik Djaikumoro, Dasar-Dasar Penyd esaian Sengketa Pajak,
Bandung, PT Citra AdityaBakti, 2004, hd.29

4% Ali Purwito, Rukiah komariah, Op.Cit ha. 56
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terjadi antara pemerintah selaku fiskus dan rakyat sdaku wgib pgak sebaga
akibat dikeluarkannya keputusan administrasi dibidang pgak yang dirasa
merugikan kepentingan wajib pgak yang bersangkutan. ™

Awad sengketa dalam kepabeanan berawd dari adanya perbedaan-
perbedaan persepsi, penghitungan , penafsiran perundang-undangan sehingga
menimbulkan perbedaan dalam penetgpan nila pabean yang berakhir pada
penghitungan bea masuk. Sengketa dibidang pabean, adanya ketidakje asan dari
dasar penetgpan yang dilakukan oleh petuges bea dan cuka pada penditian
administrasi khususnya nila pabean yang mengacu kepada nilai transaksi atau
klasifikasi barang yang ditetgpkan tarif tertingd. Atas sengketa (telah terbitnya
Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembay aran B ea masuk) tersebut, wajib pgak
dapat melakukan keberatan sehingga dil akukan audit khusus agar dapat diketahui
perbedaan daam penghitungan bea masuk tersebut.

5. KEPUT USAN PAJAK
SUBJEK PENGAMBIL KEPUT USAN PAJAK

Didadam suatu organisasi, ddam hd ini Direktorat Jenderal Bea Cukai
ddam memberikan suatu keputusan, tidak terlepas dari fungsi mangemen
organisasi tersebut. fungsi mangemen yang berhubungan dengan sigpa yang
memutuskan, apa yang diputuskan, berkaitan dengan fungsi manjemen yang
kedua yatu pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan fungsi yang
dijdankan dari tingkatan teratas hingga bawah.”” Daam kaitanya dengan
keputusan penetgpan kekurangan pgak aas bea masuk, petuges yang berhak
memutuskan adalah petuges yang harus mengerti,mengetahui  mengena
perhitungan bea masuk.

Menurut Prgudi Atmosudirjo, keputusan tersebut erat kaitannya dengan
fungsi manajemen yaitu Aktuasi (Actuating). Aktuasi ada ah penggabungan dari
bebergpa fungsi manajemen. Aktuasi dijaankan setdah adanya
Rencana(Planning) dan Organisasi (Organizing) . Diddam Aktuasi tersebut
terdgpat kegatan-kegatan antara lain : leadership. Leader ship adalah suatu

41 y. Sri Pudyatmoko, Pengadilan dan Penyel esaian Sengketa di Bidang Pajak Jakarta,
PT Gramedia Pustaka Utama, 2005, hd .69
42 M.Manulang, Dasar-Dasar Manajemen, Jakarta, Ghdia Indonesia, 1989 ha 26
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tehnik atau kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar supay a mereka mau
menerima atau melakukan gpa yang dihargpkan atau diminta atau dikehendaki
oleh Pemimpin. Pemimpin harus mampu mengambil keputusan, artinya harus
pandai, cakap dan berani dengan memperhitungkan f aktor-faktor yang relevan™.
Jadi ddam hd ini petuges pabean yang harus dapa memutuskan segda
sesuatu y ang berhubungan dengan pemungutan pgak dalam impor barang dengan
memperhatikan faktor-faktor yang rdevan yaitu jenis klasifikasi barang, nila
transaksi, kecepatan arus barang masuk agar tidak terhambat transaksi perdagan

internasional.

KEPUT USAN (KET ET APAN)

Keputusan mencakup berbaga pengertian bak yang bersifat konkrit
maupun peraturan umum. Oleh karena itu keputusan keberatan mengena nila
pabean daam menghitung bea masuk, dikategorikan sebagai ketetapan bukanlah
keputusan dimana suatu keputusan mengandung ketetgpan dan ketdapan
merupakan tindak hukum pemerintahan ddam suatu ikwa yang konkrit
berdasarkan kewenangan khusus jebatan. **

Keputusan dapa diartikan sebaga hasil dari suatu tindakan penilaian dan
peydesaan berupa keputusan tertulis atau suatu masalah serta bertujuan
memberikan kepastian. Keputusan atau penetgpan oleh eksekutif berkenaan
dengan Surat pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, dianggap
sebagal “ beschikking” atau keputusan administrasi negaradan berasd dari pgabat
pemerintah atau pgabat tata usaha negara Sesua dengan Ketentuan daam
Undang- Undang Pengadilan Tata Usaha Negara dapat digukan ke pengadilan
tersebut adalah masalah sengketa berkaitan dengan keputusan peabat negara
Namun para pakar hukum seperti PrinsUtrect, Prajudi secara substansi tidak
membedakan antara keputusan dan ketetapan. Semuanya dianggap sebagai
tindakan hukum atau perbuatan hukum dibidang publik yang bersifat memaksa *

43 Prgudi Atmosudrjo, Administrasi dan Manajemen Umum, Jakarta, 1980 hd, 203,215

44 Amrah Muslimin, Beberapa Azas-Azas dan pengertian Pokok Tentang Adminidrasi
dan Hukum Administrasi, Bandung, Alumni, 1980, hd 47

4> Ali Purwito M, Rukiah komariah, Pengadilan Pgak — Proses Keberatan dan Banding,
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007, hd 68 & 124
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AM Donne berpendgpa bahwa penetgpan addah tindakan —
tindakan pemerintah daam jabatan yang secara sepihak dan disengaja
ddam suatu ikhwa tertentu menetgpkan hubungan hukum atau keadaan
hukum baru atau menolak sal ah satu yang dimaksud. *°
Ketetgpan menurut Prof.Sninghe Damste menyatakan bahwa fungsi
ketetapan adalah mengkonsolidasi atau memperkokoh.*’ Penetapan sebagai suatu
keputusan badan pemerintah dalam bidang eksekutif harus memenuhi syarat-
syara tertentu untuk dgpat dianggap sebagai berlaku syah. Syarat-syarat tersebut
dapat dikategorikan kedaam 2 (dua) kelompok yaitu :
1. Syaa —syarat forma mengena bentuk dan prosedur, berisi tentang:
- Prosedur atau tata caramembuat penetapan
- Bentuk penetgpan
- Pemberitahuan penetgpan pada yang bersangkutan, untuk dapat
berlaku, suatu penetapan pada hakekatnya harus disampaikan
pada yang terkena penetgpan . sedama penetapan tersebut belum
diberitahukan kepada yang bersangkutan maka penetapan tersebut
diangoap berlaku.
2. Syara-syara materil mengena isi dan penetapan, berisi tentang:
- Instansi yang membuat penetgpan harus berwenang menurut
jabatan
- Penetgpan harus dibuat tapa adanya kekurangan-kekurangan
yuridis dan pembentukan kemauan padawaktu membuat penetapan
padasi Pegabat.
- Penetgpan harus menuju sasaran yang tepat.
Apabila penetgpan tidak memenuhi syarat formil dan syarat materid,
dapa mempunya akibat sebagai berikut :
1. Penetgpan menjadi bata
2. Penetgpan dgpat dibatalkan atau dicabut kembdi oleh instansi yang
membuat penetapan.
3. Penetgpanyang harus disy ahkan lebih dahulu ol eh instansi atasan

4% Amrah Muslimin, Op. Cit hd 47
4" R. Santoso Brotodiharjo, Pengantar 1lmu hukmPajak, Bandung, Eresco 1989, hal. 124
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4. Ada kemungkinan kekurangan dadam penetgpan tidak mempunya
pengaruh mengenai syah berlakunya malahan dengan perbaikan atau
penambahan kekurangan, diberkuat syah berlakunya.48

6. KEBERATAN

Menurut Soemitro, peradilan administrasi dibag menjadi peradilan
administrasi murni dan peradilan administrasi tidak murni. Ditinjau dari konsep
peradilan administrasi, maka keberatan termasuk keddam konsep peradilan
administrasi tidak murni.

Peradilan administrasi tak murni iaah semua peradilan yang tidak
sepenuhny a memenuhi Sy arat-syarat peradilan administrasi murni, misalkan tidak
adany a suatu persdisihan, karena aparatur peradilan termasuk daam salah satu
pihak yang berkaitan. Da am hukum administrasi negaraterdapat berbagai bentuk
yang meny erupa peradilan, tetapi sebenarny abukan peradilan.

Keberatan, ditinjau dari konsep peradilan tidak murni, termasuk ke daam
quasi peradilan (peradilan semu). Hda ini karena keberatan memenuhi syarat-
sy arat sebagai berikut :

1. Nyaaadapersdisihan antarawgib pgak dengan pgabat adminisrasi

2. Badan yang memutus persdisihan merupakan bagan dari pegabat

administrasi

3. Adakewgiban administrasi untuk memberi keputusan

4. Dapat dipertimbangkan lag diluar hal2 yangdipersdisihkan

5. Dapat digukan banding ke pengadil an pajak49

7. AUDIT KEPABEANAN

Dadam buku Auditing Today karya Emile Woolf, audit berasal dari
bahasalatin yang berarti “ diamendengarkan” (he hears) .

Menurut Alvin, Arens dan Loebbecke, Audit adaah proses pengumpulan
dan pengevauasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengena
suatu entitas ekonomi yang dilakukan seseorang y ang kompeten dan independent

48 Ibid, hal. 48
9 Rochmat Soemitro, Peradilan tata Usaha Negara, Bandung : PT Eresco 1987, hd.4
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untuk dgpat menentuka dan melgporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan
kriteria-kriteriayang ditetapkan.

Daam buku Reformasi Kepabeanan karya Ali Purwito diterangkan, Audit
kepabeanan adaah suatu proses dari pemeriksaan mengena kebenaran dan
kepatuhan pengguna jasa atas peraturan perundang-undangan pabean, mealui
pembukuan dan catatan-catatan lainnya yang ada dalam perusahaan berkaitan
dengan keg atanny a.

Konsep dari audit kepabeanan atau PCA (Pog Clearance Audit) membantu
memperlancar pengurusan pengduaran barang medalui audit di gudang importir
tertentu yang mempunya reputasi balk. Audit dilakukan sehubungan adanya
dugaan: teah terjadi pemasuan/penipuan melalui dokumen atau fraudul ent,
peny alahgunaan fasilitas, perbedaan jumlah dan jenis barang atau underinvoicing.

Sstem audit kepabeanan terbagi atas :

e Audit umum yatu audit yang bersifat komprehensif, audit yang

dilakukan secara k esduruhan baik dari dokumen maupun fisik barang.

e Audit khusus yaitu audit yang dilakukan dalam terjadi sengketa pada

pemberitahuan impor barang yang mengakibatkan terbitnya SPK PBM
sehingga pihak importir menggukan keberatan.

e Audit Investigasi yatu audit yang dilakukan bila ada dugean terjadi

adany atindakan pemasuan/ penipuan.

2.3 OPERASIONALISASI KONSEP
Daam penditian ini operasionalisasi konsep adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Operas oanalisasi Konsep
KONSEP VARIABEL DIMENSI INDIKATOR
KEPASTIAN | KEPASTIAN HUKUM PAJAK | 1.1 Importiryang
HUKUM HUKUM AUDIT | MATERIAL melakuk an keg atan
KHUSUS importasi barang dan
KEPABEANAN meny ampakanny a
melalui Pemberitahuan
Impor Barang

0 Arens, A Alvin, Loebecke K, James, Auditing, New Jersey, Prentice Hall Inc, 1991,
ha .1
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KONSEP VARIABEL DIMENSI INDIKATOR
KEPASTIAN | KEPASTIAN HUKUM PAJAK [ 1.2 Nila transaksi sebagai
HUKUM HUKUM AUDIT | MATERIAL dasar penetapan nila
KHUSUS pabean
KEPABEANAN 1.3 Kekurangan
pembay aran Bea
M asuk dan Pgak

Ddam Rangkalmpor
(PDRI), meny ebabkan
terbitnya Surat
Pemberitahuan

K ekurangan

Pembay aran Bea

M asuk (SPKPBM )

HUKUM PAJAK
FORM AL

2.1 Importir menggukan
keberatan atas
SPKPBM

2.2 Penafsiran dan
pemahaman peraturan
kepabeanan khususny a
meny angkut nilai
pabean

2.3 Dasar hukum
pelaksanaan Audit
khusus

2.4 Pelaksanaan Audit
khusus harus
trangparansi

2.5 Hasil Audit khusus
harus jelas

2.6 Harus adajaminan
kepastian hukum bila
diaudit khusus,
hasilny adapat
memberikan
pertimbangan
keputusan keberatan
yang dilakukan oleh
otoritasyang
berwenangdi bidang
pabean

Sumber : Pengantar 1lmu Hukum Pajak ol eh Santoso Brotodiharjo.
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4. METODE PENELITIAN

Meode di dadam penditian merypakan ha mutlak, karena diddamnya
terdgpat teknik penditian dan pengumpulan datayang menjadi indikator berhasil
tidakny apenditian. Pemilihan metode yangtepa dan sesua dengan jenis penditian
akan menjadikan hasil pendlitian lebih akurat dan dapa dipertanggungjawabkan.

Sebaga mana dikemukakan Bailey bahwa:

“Method mean the research technique or tool used together
data. Methodology mean the phylosophy of the research process. This
includes the assumptions and values that serve as a rationable for
research and the dandards or criteria the researchers uses for
interpreting data and reaching conclusions” °*

Mdode Penditian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk
mendapatkan deta dengan tujuan dan kegunaan tertentu>* M etode Pendlitian adalah
cara pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data dan dat
pengumpulan data>

1. Pendekatan Penelitian

Mengacu kepada jenis data dan andisisnya, maka pendekatan yang
digunakan dadam penditian ini adaah pendekatan kuantitatif. Dengan
menggunakan teori-teori yang relevan untuk menjawab pertanyaan penditian. Hal
ini sesual dengan pendapd y ang dikemukakan oleh Creswell

..................... in quantitati ve paradigm of research, in which researchers
use accepted and pricase meaning, a theory commonly is understood to

have certain characteristic........... H,

Ha ini juga sebagamana yang dikemukakan olen Neuman daam
bukuny a Social Resear ch Methods : Qualitative and Quantitative Approaches :

"Most quantitative researchers rely on positivist approach to social
science.They apply ” reconstructed logic” . Quantitative researchers emphasize
precisely measuring variables and testing hypotheses that are linked to general

1K enneth D. Baley. “ Methods of Social Research.” New York : ThePress, A Division of
Macmillan, inc. Toronto : Maxwell Macmillan Canada New York Oxford Singapore Sidney :
Maxwedl Macmillan Internationd, 1994, hd. 34.

32 Sugiong, “ Metode Penditian Bisnis’, CV. Alfabeta, Bandung : 1999, ha. 1

3 Manase Mao, "Metode Pendlitian Sosa” Penerbit Karunika, Jakarta 1986

>4 John W. Creswell, “ Research Design : Qualitative and Quantitative Approaches” ,
Thousand Oaks, Cdifornia. USA : Sage Publication, 1994, hd. 82
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causal explanation. ....Reconstructed logic means that the logic of how to do
researcrgsis highly organized and restated in an idealized, formal and systematic
form.”

Fokus penditian ini dituukan hanya pada kepagian hukum ddam audit
kepabeanan.

2. Jenis/ Tipe Penelitian
e Berdasarkan Tujuan Penelitian
Tujuan penulisan skripsi ini adalah deskriptif. M enurut Neuman, penelitian
deskriptif addah :

" Research in which the primary purpose is to” paint a picture’ using
words or numbers and to present a profile, a classification of types, or an outline
of steps to answer questions such as who, when, where and how.” £

Ddam hd ini yatu penditian yang menjelgahi tentang andisis
kepastian hukum atas audit khusus kepabeanan, ldu membuat gambaran secara
sistematis, faktua dan akurat untuk memperoleh jawaban dari perumusan masalah
yangtelah diajukan.

e Berdasarkan M anfaat Pendlitian

Berdasarkan manfaat penditian, jenis penditian yang digunak an adalah
peneditian murni, karena penditian murni memiliki bebergpa karakteristik
sebagal berikut :

a. Research problems and subjects are sdlected with a great deal of
freedom...

b. Research is judged by absolute norm of scientific rigor, and the
highest standar ds of scholar ship are sought

c. Thedriving goal is to contribute to basic, theoretical knowledge.*

35 W. Lawrence Neuman, Social Research Methods : Quanlitative and Quantitative
Approaches , Sxth Edition, Pearson Education Inc, USA, 2006, hd .151

%% W. Lawrence Neuman, Op Cit, hd.35

" John W. Creswell, Research Designs; Quantitative and Qualitative Approaches , New
Ddhi: Sage Publication, 1994, hd.121
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Permasalahan penditian ini ditentukan sendiri oleh Pendliti berdasarkan
minat dan latar belakang pendidikan Pendliti. Disamping itu, penedlitian ini dibuat
berdasarkan standar metode penditian sosid dan tidak dibuat berdasarkan
kepentingan pihak lain di luar sivitas akademik. M aka berdasarkan manfaatnya
pendlitian ini termasuk kedaam peneitian murni.

e Beardasarkan Dimensi Waktu

Berdasarkan dimensi waktu, maka jenis penditian ini adaah cross
sectional. Hal ini sgdan dengan yang diungkapkan Bailey mengenai definsi cross
sectional :

" ... Most survey studies are in theory cross sectional, even though in
practice it may take several weeks or months for interviewing to be completed.
Resear cher observeat one point in time” .>®

Berdasarkan definisi tersebut penditian cross sectional dilakukan hanya
daam satu waktu sga, meskipun wawancara dan informasi memerlukan waktu

sampal dengan beber gpa bulan.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Guna mendeskripsikan masalah yang disgikan ddam penditian ini, maka
diperlukan data serta berbaga informasi. Teknik pengumpulan datay ang digunakan

daam penulisan ini antaralain adaah :
1. DataPrimer

Dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap pihak-pihak y ang terkait
dengan permasdahan.Wawancara riset merupakan percakgpan dua orang, yang
dimulai oleh pewawancara dengan tujuan khusus menperolen keterangan yang
sesual dengan penditian, dan dipusatkan olehnyapadaisi yang dititikberakan pada
tujuan-tujuan deskripsi, prediksi, dan penjelasan sigematik mengena penditian
tersebut™ . Teknik wawancara kepada pihak-pihak seperti Kepda sub bagan
(Kasubsie) Keberatan | DJBC, untuk mengetahui proses aur terjadinya audit

%8 K enneth D. Baley, Methods of Socid Research, New York, TheFree Press, 1999,
hd.36

% Bruce A.Chadwik,”Metode Penditian Ilmu Pengetahuan Sosid”, Diterjemahkan oleh
SulistiaML, IKIP Semarang Presss, Semarang : 1991, hd. 88
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khusus dan hasil pelaksanaan audit khusus terhadg kepagtian hukum. Sdain itu
juga dilakukan wawancaraterhadap inportir-importir yangpernah diaudit khusus.
Tehnik pengumpulan data untuk data sekunder oleh Stewart dijelaskan

sebagal berikut :

” Secondary information consists of sources of data and other
infor mation collected by others and archieved in some from. These
sources include government reports, industry studies, and
syndicated information services as wella as the traditional books
and journals found in library.”

Pengumpulan data sekunder dilakukan penditi yatu dengan
pengumpulan data yang bersumber dari studi kepustakaan / literatur yaitu buku-
buku, jurnd maupun peraturan-peraturan yang berhubungan dengan audit
kepabeanan, administrasi pabean, administrasi negaradan lain-lain.

4. Tehnik Andisa Data

Andlisa data merupakan bagan yang amat penting daam metode ilmiah,
karena dengan menganalisa, datatersebut dgpa diberi arti dan maknayang ber guna
dalam memecahkan masaah penditian.”® Analisa secara deskriptif adalah teknik
andisayang bertujuan untuk meny gikan gambaran lengkap mengenal setting sosia

dan hubungan-hubungan yangterdapa dalam pendlitian

%0 David W. Steward, Secondary Resear ch, Information Sources and Methods, Newsburry
Park : sage Publications, 1984, hd .11

oL Mohammad Nazir, “ Metode Penditian”, Cet. 3 Ghdialndonesia, Jakarta: 1988 hd.
405

62Prof. Dr. S. Nasution, M.A., “ Metode Research (Penditian limiah)”, (Jakarta Penerbit
BUMI AKSARA, Edis 1, Cetakan kedua, April1996), him. 24,
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